BAB Il

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (Legiti berfokus pada interaksi antara

perusahaan denga menyatakan bahwa

dijadikan

sebagai wahana untuk mengon

1995) dalam Lanis dan Richard 2). Hal tersebut menjelaskan bahwa

perusahaan harus menjaga hubu a dengan lingkungan dan masyarakat

sekitar karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan

tersebut.

Deegan et al., (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan

diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
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masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntuntan dari masyarakat.
Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari
perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer

dalam Ghozali dan Chariri (2007), legitimasi adalah hal yang penting bagi

organisasi, batasan-batasan norma-norma dan nilai-nilai

sosial, dan reaksi g pentingnya analisis

asyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggu

Shocker d i.dalam Ghozali ariri (2007

jelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu:

akhir yang secara sosial ¢
distribusi manfaat ekono
dengan power yang dimil

perikan kepada masyarakat luas dan
atau politik kepada kelompok sesuai

Mekanisme Corporate Responsibility merupakan praktik

tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara sosial. Hal ini sejalan
dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan

kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat.
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2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sejarah modern dikenal
sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul Social

Responsibilities of The Businessman. Sejak itu sudah banyak referensi ilmiah

igacu pada prinsip-prinsip

baru dalam

Corporate Social Responsibility (CSR) dijadikan sebagai strategi
perusahaan. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan
keuntungan, yang diharapkan dari kegitan ini adalah benefit berupa citra

perusahaan. Menurut Untung (2008), perusahaan melakukan CSR dengan
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beragam bentuk dan sasarannya, hal ini menunjukkan meningkatnya
kesadaran bahwa jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan maka

perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus

menjaga aspek sosial dan lingkungan.

2.2.1 Manfaat Corporate

2.3 CSR dalam Perspektif Islam

Konsep CSR tidak hanya ada pada ekonomi konvensional tetapi juga
terdapat pada ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam sangat berkaitan
dengan perusahaan — perusahaan yang menjalankan praktik bisnisnya

menggunakan konsep Islam (syariah). Konsep ini dalam Islam lebih
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menekankan bentuk ketagwaan umat manusia kepada Allah dalam dimensi

perusahaan.

Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang Muslim hanya

menfokuskan diri beribadah kepada Allah. Dalam Islam, manusia merupakan

khalifah dimuka bumi harus menyemarakkan

kebaikan kepad

o0
g}‘t

akhluk ciptaan Allah (Sofyani et al., 20

. Nilai yang

sama dengan fitur konsisten de juga ada dalam nilai-nilai Islam dan

filsafat moral (Elasrag, 2015).

Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam dibahas mengingat nilai-
nilai agama Islam dan keyakinan menurut Syariah, hukum agama Islam
berasal dari suci Qur'an (kitab wahyu ilahi), Hadits (ucapan dan perbuatan

suci Nabi Muhammad), Ijma (konsensus), Qiyas (pemikiran oleh analogi),
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dan mashlahah (kepentingan umum). Konsep sosial tanggung jawab dan
keadilan dalam Islam mengingat Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa
tampaknya ada kecocokan antara cita-cita tanggung jawab sosial dan keadilan
dan transaksi bisnis dalam Islam yang memiliki resonansi dengan pengertian

tentang tanggung jawab s SR) yang berlaku (Elasrag,

tanggung jawab sosial

memberika 3 al*“danspiritual dari

semua manusia untuk melestari emperkaya iman, hidup intelek, dan

kekayaan (Elasrag, 2015).

2.3.1 Dasar Islamic Corporate Social Responsibility

Menurut Farook dalam Elasrag (2014), ICSR berasal dari prinsip-

prinsip inti dalam Al-Qur'an. Tiga prinsip dasar utama untuk ICSR adalah
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vicegerency umat manusia di bumi, akuntabilitas ilahi, dan tugas pada
manusia untuk memerintahkan yang baik dan melarang jahat.
1. Vicegerency

Prinsip vicegerency menunjukkan bahwa manusia adalah wakil dari Allah di

bumi dan seperti Allah yan akan manusia untuk mengurus

Jan perwakilan organisasi Muslim.

erintahkan kebaikan dan mencegah keburukan

ab sosial perusahaa

(CSR) telah
diusulkan untuk menjadi kons gan pandangan Islam masyarakat.
Memang, nilai-nilai dan prinsip- yang telah menjadi pusat Islam sejak
zaman Nabi Suci Muhammad dapat berfungsi sebagai landasan untuk

pengertian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
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2.4 Pengungkapan ICSR

Pengungkapan secara sedarhana dapat diartikan sebagai pengeluaran
informasi (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Amurwani (2006) memaparkan

bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan

laporan  keuangan. data, pengungkapan

mengandung 3 at bagi pihak yang

keuangan,

te hasil operasi unit usaha tersebut.

tilah peM M pada penyajian
yengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hendriksen (2001) me

iperhatikan dalam pengungkapan.(di

berapa banyak informasi yang apkan. Menurutnya berapa banyak

informasi yang harus diungkaf hanya tergantung pada keahlian
pembaca, namun juga tergantung standar yang dianggap cukup. Secara
umum tingkatan pengungkapan (Hendriksen, 2001) terkait dengan jawaban
atas pertanyaan pengungkapan berapa banyak informasi yang harus

diungkapkan. Tingkatan tersebut antara lain:
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1. Pengungkapan yang Memadai (Adequate Disclosure)
Pengungkapan yang memadai adalah pengungkapan minimum yang harus
dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan

untuk kepentingan pengambilan keputusan.

. Pengungkapan Wajar

tersedia beba uk pengguna I3 apan juga harus
memberikan informasi mema dibutuhkan untuk pengambilan
keputusan para pengguna lapora gan. Hal ini dapat membantu dalam
membuat keputusan ekonomi dan Bisnis yang konsisten. Konsep dasar ini
merupakan etika yang kuat dalam sistem akuntansi Islam yang dapat

meningkatkan kualitas pengungkapan agar lebih tepat dan transparan.
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Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan
(financial report) dan laporan tahunan (annual report).
1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang

diharuskan oleh pera erdasarkan Pasal 68 Undang-

igan Dan Pengelolaan

informasi yang terkait denga

melaksanakan Tanggung Ja dan Lingkungan.

2. Pengungkapan Sukarela (vol

Pengungkapan sukarela adalah™ pengungkapan yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan
minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela merupakan salah

satu cara meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan
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untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan
(Healy, Palepu, 1993 dalam Sotomo, 2004). Dalam konteks pengungkapan
sukarela manajemen perusahaan bebas memilih untuk memberikan
informasi akuntansi lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung

pengambilan keputusan oran tahunan (Meek, Gary K,

mengomu

mengetahui investasi sosial per sehingga tingkat risiko perusahaan

menghadapi gejolak sosial akan . Jadi, melaporkan tanggung jawab
sosial perusahaan kepada khalayak @akan meningkatkan nilai social hedging
perusahaan (Harmoni dan Andriyani, 2008).

Sedangkan dalam ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan

pengungkapan yang benar, adil serta transparansi apabila memiliki suatu
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akuntabilitas, yakni akuntabilitas terhadap Allah Subhanaahu wa Ta"ala.
Konsep dasar akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang
telah disediakan dan diciptakan adalah untuk kemaslahatan setiap manusia.

Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang

benar, akurat, dan tersedia be gguna laporan keuangan.

Jadi islan

(mengesakan Allah) dalam be an tidak menyekutukan-Nya yang
sesuai dengan firman Allah.

Manusia sebagai khalifah ah memiliki tanggung jawab untuk
memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah. Tanggung jawab
memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah dalam ekonomi islam
merupakan wujud konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksudkan untuk

menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Salah satu



21

bentuk akuntabilitas tersebut adalah pelaporan tanggung jawab sosial yang
sesuai dengan prinsip syariah (Gustian, 2015). Haniffa (2002) berpendapat
bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional

hanya berfokus pada aspek material dan moral. la menambahkan bahwa

seharusnya aspek spiritual j

al_ fokus utama dalam pelaporan

untuk mengukur pelaporan tangg b sosial perusahaaan yang berbasis

syariah, yang merupakan pengembs odel ISR yang digagas oleh Haniffa

(2002). Islamic Social Reporting Index merupakan standar yang dikeluarakan
oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institution). Indeks ini membagi item pelaporan menjadi enam indikator, yaitu

investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, kemasyarakatan,
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lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Keenam kategori ini terbagi dalam 43
item pengungkapan.

2.6 Agresivitas Pajak

Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi

masyarakat dan sosia agsi yang penting dalam
membantu mend N baranc ) asyarakat, termasuk

hal-hal

.wuan dari ung jawab

g mencakup
berbagai transaksi yang tujuan ut dalah untuk menurunkan kewajiban
pajak perusahaan dan merupaka dari kegiatan penghindaran pajak
(Slemrod, 2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010). Tindakan agresivitas
pajak, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisasi
jumlah kena pajak yang didapat perusahaan, merupakan hal yang sering terjadi
pada perusahaan-perusahaan besar saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan aturan

yang telah berlaku baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan.
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Pemerintah, sebagai penerima pajak, akan dirugikan dengan tindakan tersebut
karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara.
Bagi masyarakat, dampak yang akan didapatkan adalah mereka tidak

mendapatkan fasilitas yang memadai dan menunjang pembangunan yang

didapat dari pemerintah ata

Purwanggono, 2015).

Secara etimologi, pajak ahasa arab disebut dengan istilah

Dharibah, yang artinya: mewajib enetapkan, menentukan, memukul,

menerangkan, membebankan dan lain-lain. Gusfahmi (2007) menyebutkan
beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Islam, yang

membedakan dengan pajak dalam sistem non-Islam, yaitu:
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1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh
dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Ketika
baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan

kewajiban bagi kaum jumlah yang diperlukan untuk

Jah tidak diperluka

. Pajak (dha dapat dihapus £

2.8 Konsep Pajak dalam Pandan( ktual Muslim

Dalam ekonomi Isla dikenal dengan istilah dharibah.
Terjadi perbedaan pendapat mengenal adanya pungutan pajak tersebut, Ulama
berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain
zakat. Mayoritas fugaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya

kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat,
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maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai
hadits dari Rasulullah Shallallahu‘alihi wasallam. Seperti hadits yang
diriwayat oleh Bukhari Muslim dari Thalhah r.a;
“Seorang laki—laki penduduk Najd datang menghadap Rasulullah
Saw. la berambut kusut,masai dan suaranya parau, kelihatan bagai

A nabl Saw. la pun bertanya
: bertanya Apakah ada

muslimin, nang negara sa :mbutuhkan dana; di“antara dalil-dalil

syar’i yang melandasi pendapat i ebagaimana berikut:

"Bukanlah menghadap ajahmu ke arah timur dan barat itu
adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu
ialah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, Ibnu sabil (musafir) dan orang-orang yang meminta-minta,
dan memerdekakan hamba sahaya (budak), mendirikan shalat, dan
menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika
ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang
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yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah: 177)

”Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat”.
(HR. Darimi No0.1581) dalam (Anwar, 2015).

Ayat ini menurut sebagian ulama merupakan alasan yang kuat mengenai

adanya kewajiban atas harta

4 \umis

telah menjadikan pemberian
harta yang dicintai miskin, musafir dan

seterusnya, 1999) dalam

ongan pencuri
agaimana mereka ” (Faidul Qodir,

dan akan diberi balz
3/181) dalam (Anwar

2.9 Variabel Kontrol

2.9.1 Leverage

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana
dimana untuk penggunaan tersebut, perusahaan harus menutup biaya tetap atau

membayar beban tetap (Riyanto, 1995) dalam Yoehana (2013). Tingkat


http://www.mutiarahadits.com/27/25/76/kewajiban-terhadap-harta-selain-zakat.htm
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leverage perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan.
Menurut Fahmi (2012) rasio leverage adalah mengukur seberapa besar
perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana

perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan

perusahaan yang digamba everage diukur dengan total

hutang terhadap e ang disebut juga Debt

2.9.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupé h satu kriteria penting yang harus

dimiliki oleh perusahaan. Semakin b perusahaan, semakin besar kesan baik
yang diciptakan untuk menarik minat masyarakat. Machfoedz (1994) dalam
Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu

skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan

kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai
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pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar
ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.
Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang

ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu

perusahaan yang beroperasi iliki kecenderungan untuk

andingkan perusahaan

sebagai upaya perusahaan untuk

mendapatkan laba yang optimal gresivitas pajak. Tindakan agresif
terhadap pajak dianggap sebagai a as yang tidak tanggung jawab secara
sosial karena mengurangi penerimaan pajak yang digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan konsep syariah yang
menekankan ketagwaan umat manusia kepada Allah, dimana manusia harus

menyemarakkan kebaikan kepada sesamanya. Bisnis syariah tidak hanya fokus
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mencari laba tetapi juga dituntut untuk memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat.

Cara perusahaan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yaitu

melalui program tanggung jawab sosial, selain itu juga dengan menjalankan

kewajiban perpajakan ke an untuk mensejahterakan

pengungkapan yang

tingkat

terkait de
perusahaan melakukan tanggung sial semata-mata untuk mengurangi
penghasilan kena pajak. Dengan dapat disimpulkan semakin tinggi
tingkat pengungkapan ICSR yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin

rendah agresivitas pajak.



30

2.11  Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana
dimana untuk penggunaan tersebut, perusahaan harus menutup biaya tetap atau

membayar beban tetap (Riyanto, 1995) dalam Yoehana (2013). Tingkat

leverage perusahaan 0 iko keuangan perusahaan.
sahaan pada suatu

'ﬂ‘ﬂ ‘u m l’.’ @ an keputusan

an perusahaan digambarka

Leverage diuku

ahaan dimungkinkan menggunakan utang u

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetap

e an beban tetap (fixed rate of return) yang disebut de

3eban bunga yawzeuwmanfaa
pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajak

dan semakin tinggi pula biaya b 1g timbul dari utang tersebut. Biaya

bunga yang semakin tinggi aka ikan pengaruh berkurangnya beban
pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi
lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Richardson dan Lanis (2007) dalam Yoehana (2013) juga menyatakan
bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang

daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka
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perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan
yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga
pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai ETR menjadi lebih rendah.

2.12 Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

enggambarkan seberapa

aset tetap ini secara langsung akan mengurangi labg

w_ e

d

dasar perhitungan pajak perusahaa
Capital intensity memili gan negatif dengan ETR (Mosebach

)

memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap diperbolehkan

dan Ellen (2007) dalam Yoehana ). Hal ini karena perusahaan yang
menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan
kena pajak (Gupta dan Newberry, 1997) dalam Yoehana (2013). Terdapat

perbedaan peraturan berdasarkan akuntansi dan berdasarkan pajak tentang
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depresiasi aset tetap, perbedaan ketentuan tersebut menyebabkan beda
temporer sehingga menimbulkan pajak tangguhan. Sehingga terdapat hubungan
antara capital intensity dengan GAAP ETR,di mana dalam GAAP ETR

terdapat komponen pajak tangguhan dalam beban pajak penghasilan.

2.13 Pengaruh Ukuran Pe Agresivitas Pajak

i (2005) menyatakan

kecil tidak dapat optimal

dalam mengelola beban

Rinaldi dar
perusahaan berskala besar maka akin besar biaya pajak yang dapat
dikelola oleh perusahaan. Semaki perusahaan maka semakin besar total
aset yang dimilikinya. Dalam melakukan agresivitas pajak untuk upaya
menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total
aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan

memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran
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untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat

digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

2.14 Penelitian Terdahulu

&
Responsibility

= Agresivitas
Pajak

Z1 = Profitablitas
Z2 = Leverage
Z3 = Capital
Intensity

Z4 = Inventory
Intensity

manufa
terdaftar di BE
tahun 2010-201

|
x
pajaknya w

X1 = Corporate
Soci
Responsibility

Mayoritas

= Leverage
Z3 = Ukuran
Perusahaan
Z4 = Market to
Book Ratio

X2 = Kepemilikan

Perusahaan

ma

t ar di BEI
tahun 2011-2013

Tanggung jawab
sosial’perusahaan
dan kepemili
keluarga
berpengart

Sagala (2015)

X =Pengungkapa
Corporate Social
Responsibility

Y = Agresivitas
Pajak

Z1 = Capital
Intensity

Z2 = Inventory
Intensity

erusahaan non-
euangan yang
terdaftar di BEI
pada tahun 2011-
2013

Semakin tinggi
tingkat
pengungkapan
CSR suatu
perusahaan,
semakin rendah
tingkat agresivitas
pajaknya
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Z3 = Ukuran
Perusahaan
Lanis dan X = Corporate Perusahaan yang | Semakin tinggi
Richardson (2012) | social terdaftar di tingkat
responsibility Bursa Efek pengungkapan
Y = tax Australia (ASX) CSR suatu
aggressiveness periode 2001-2006 | perusahaan,

semakin rendah

tingkat agresivitas

pajak yang
dilakukan

2.15 Penge
’r
2.15.1 Islamic Corporate Social Responsibi ivitas
jak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi a
e I pembangunan negara, sehingga pemerintah akan sel rusaha

emaksimalkan wBeWpandang perusahaan,

pajaky, merupakan beban yang akan'mengurangi laba bersih pe aan,
seh an p ivitas
pajak. sen dan 04); Er 8) dalam

Lanis dan Richardson (2012),

sebagai aktivitas yang tidak be

Watson (2011) menyatakan bahw.

pajak perusahaan dapat dianggap

g jawab secara sosial. Sedangkan

rusahaan yang mempunyai peringkat

yang rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai
perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat
melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan

yang sadar sosial.
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Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi terus menerus
mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan
batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan et al., 2002). Legitimasi

masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka

mengembangkan perusaha itu dapat dijadikan sebagai

g dilakukan perusahaan memang memiliki imp

t luas. Salah satu upaya yang dilakukan perusz

tetapi juga
harus menyemarakkan kebaikan samanya. Bisnis syariah tidak hanya
fokus mencari keuntungan tetapi j Intut untuk memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat yaitu melalui tanggung jawab sosial dan dengan menjalankan
kewajiban perpajakan.

Jadi semakin tinggi tingkat pengungkapan ICSR yang dilakukan suatu

perusahaan, maka semakin tinggi tanggung jawab perusahaan tersebut.
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Diharapkan dengan tingginya tanggung jawab yang dimiliki perusahaan,
perusahaan semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan apabila
perusahaan yang menjalankan ICSR bertindak agresif terhadap pajak, maka

akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata masyarakat dan

akan menghilangkan dampa ait dengan kegiatan ICSR yang

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha: Pengungkapan ICSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak



